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PUTUSAN
Nomor 1152/Pdt.G/2019/PA.Sgm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim
telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:
#nama pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 02 Juni 1972,
agama Islam, pekerjaan pelaut, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten
Gowa sebagai Pemohon;
melawan
#nama Temohon, tempat dan tanggal lahir Bontoramba, 01 April 1974, agama
Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Kabupaten Gowa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2019
telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 1152/Pdt.G/2019/PA.Sgm,

tanggal 06 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang
sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 5 April 1993 M bertepatan
dengan tanggal 27 ramadhan 1413 H sebagaimana yang tercatat di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa di bawah register
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sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/38/VI1/1994, tertanggal
Limbung, 27 Juni 1994;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah milik Pemohon
di Kelurahan Mangalli Kabupaten Gowa,;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yang masing-masing bernama :

. #nama anak (lahir tahun 1992)
. #nama anak (lahir tanggal 27 Agustus 1995)
. #nama anak (lahir tanggal 10 September 2000)

anak pertama sudah menikah sementara anak kedua dan ketiga diasuh
bersama Pemohon dan termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan
Pebruari 2017 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan Termohon
seringkali menolak menjalankan kewajibannya karena selalu menolak
melakukan hubungan suami isteri;

5. Bahwa bulan Nopember 2018 merupakan puncak perselisihan dimana
pada saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sejak
saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang
hingga kini telah berpisah ranjang selama + 1 (satu) tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut diatas maka berdasar
hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk
mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan
Pemohon #nama pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon #nama Temohon di depan sidang Pengadilan Agama
Sungguminasa;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini.
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primer :
Primer:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #nama pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu
Raj'i terhadap Termohon #nama Temohon di depan sidang Pengadilan
Agama Sungguminasa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon
datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan
Termohon dalam persidangan namun tidak berhasil, dan telah melalui proses
mediasi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H., namun upaya mediasi
tersebut juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa pada persidangan selanjutnya sebelum majelis hakim
membacakan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan
kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena telah rukun dengan
Termohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara
persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana yang terurai di muka.
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Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan
perkaranya disebabkan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali membina

rumah tangganya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, majelis
hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh pihak Pemohon
sebelum diajukannya jawaban merupakan hak prerogatif Pemohon
sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan
pencabutan atas perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut
permohonannya, maka pemeriksaan atas permohonan Pemohon tersebut
dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 1152/Pdt.G/2019/PA Br dicabut.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhirl 1441 Hijriah, oleh kami
Dra. Haniah, M.H sebagai Hakim Ketua, Mudhirah, S.Ag.,MH dan
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Muhammad Fitrah, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Mudhirah, S.Ag.,MH Dra. Haniah, M.H
Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Darmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp
30.000,-

2. Biaya Administrasi Rp
50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp
300.000,-

4, Biaya PNBP Panggilan Rp
20.000,-

5. Biaya Redaksi Rp
10.000,-

6. Biaya Materai Rp
6.000,-
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Jumlah Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).
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